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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. LATAR BELAKANG 

 

Proses perencanaan pembangunan dengan tata kelola yang baik 

merupakan prasyarat dan upaya dalam rangka mewujudkan “Good 

Governance” dengan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas, transparan dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.  

Penerapan sistem pertanggungjawaban yang fokus pada 

peningkatan kinerja dan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil 

(outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP).  

SAKIP sebagai instrument utama dalam melihat tingkat keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan 

mengimplementasikan SAKIP tersebut dapat diketahui secara tepat 

seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan dan 

permasalahan serta upaya pemecahannya. 

Aspek yang mendasar dalam SAKIP adalah  unsur Perencanaan 

Kinerja yang meliputi menyusun RPJMD, Renstra SKPD, RKA/DPA dan 

Perjanjian Kinerja.   

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi 

lampung pada Tahun 2016 meliputi :  

a.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2015-2019. 

b.  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. 
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c.  Rencana Kerja Tahunan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Lampung Tahun 2016. 

d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Lampung Tahun 2016. 

Unsur terakhir dalam perencanaan kinerja yang belum disusun oleh 

Pemerintah Provinsi Lampung adalah dokumen Perjanjian kinerja yang 

merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung  memuat informasi 

tentang sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai 

serta program dan  alokasi anggaran Tahun 2016.  

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung 

merupakan komitmen Gubernur Lampung yang mempresentasikan Tekad 

dan Janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang 

waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi  

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.  

Dengan disusunnya Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung 

Tahun 2016 ini diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja 

dapat terukur dan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga 

terwujudnya “Good Governance”  di Provinsi Lampung. 

 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Penyusunan Perjanjian Kinerja dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran atas target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi 
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Lampung Tahun 2016 dalam melaksanakan Pembangunan Provinsi 

Lampung sesuai Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 

– 2019.  

 
Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah  : 

1. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja 

aparatur. 

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan 

sanksi. 

4. Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah 

5. Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai (SKP). 

 
C.  LANDASAN HUKUM 

 

Landasan hukum dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah 

Provinsi Lampung Tahun 2016, adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2688); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi 
Lampung; 

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung; 

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Dinas - dinas Daerah Provinsi Lampung; 

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah  Provinsi 
Lampung; 

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 
Tahun Anggaran 2015-2019; 

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 
2016; 

14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian 
Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan 
Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah oleh 
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2014. 



Perjanjian Kinerja Provinsi Lampung 2016                                                                         5 

 

D.  SISTEMATIKA PENULISAN 
 

Sistematika penulisan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi 

Lampung Tahun 2016 sebagai berikut : 

 
BAB     I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 
C. LANDASAN HUKUM 
D. SISTEMATIKA PENULISAN 
 

BAB     II PERENCANAAN STRATEGIS 
  A.  VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG 
  B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 
 
BAB   III   PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

A. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR LAMPUNG  
B. LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR 

LAMPUNG 
 

BAB    IV PENUTUP 
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BAB II 
PERENCANAAN STRATEGIS 

 
 
A. VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG 2015-2019 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Lampung disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019. 

 

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 merupakan dokumen 

perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran 

Gubernur Lampung selama 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 

2005-2025 serta memperhatikan baik Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Pemerintah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Pemerintah.  

 

Gubernur Lampung selaku Kepala Daerah di Provinsi Lampung 

menuangkan arah kebijakan Pembangunan melalui RPJMD. RPJMD ini 

menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi 

Lampung. 

 

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 memuat Visi Provinsi 

Lampung yaitu  “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”. Visi ini 

merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki 

oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di Provinsi 

Lampung dalam Periode 2015 – 2019 di mana masyarakat Lampung 
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berkehendak untuk menjadikan visi ini sebagai aspirasi, peta jalan atau 

langkah strategis, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas 

masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara 

komparatif ataupun secara kompetitif.  

 
Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian 

daerah. 

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan 

pelayanan sosial. 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, 

budaya masyarakat, dan toleransi beragama. 

4. Meningkatkan pelestarian Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan 

hidup yang berkelanjutan. 

5. Mendukung supremasi hukum, membangun demokrasi berbasis 

kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan 

antisipatif. 

 
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

I. TUJUAN  

Mengacu pada Misi Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam periode Tahun 2015-2019 adalah 

sebagai berikut : 

1. Misi Kesatu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan 

memperkuat kemandirian daerah dengan Tujuan : 

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi 

ketimpangan pembangunan daerah. 
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2. Misi Kedua Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan 

ekonomi dan pelayanan sosial dengan Tujuan : 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan 

utilitas dasar wilayah. 

 

3. Misi Ketiga Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK 

dan Inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi beragama dengan 

Tujuan : 

a. Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat. 

b. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan 

masyarakat. 

c. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya. 

d. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat. 

e. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja. 

f. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi. 

g. Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan 

kesejahteraan keluarga. 

h. Mewujudkan kreativitas pemuda dan atlet yang  berprestasi di 

bidang olahraga. 

i. Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan 

keagamaan yang toleran. 

j. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan daerah berbasis 

riset dan IPTEK. 

 

4. Misi Keempat Meningkatkan pelestarian Sumber Daya Alam dan 

kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan Tujuan : 

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan 

pembangunan. 
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5. Misi Kelima Mendukung supremasi hukum, membangun 

demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan 

kepemerintahan yang baik dan antisipatif dengan Tujuan : 

a. Mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. 

b. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif. 

c. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi.  

d. Merealisasikan pembangunan politik. 

 
 

II. SASARAN STRATEGIS 

 

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran 

strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2016 adalah 

sebagai berikut : 

1. Misi Kesatu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan 

memperkuat kemandirian daerah dengan Sasaran Strategis : 

a. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian 

terhadap PDRB Provinsi Lampung. 

b. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita 

masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan 

keamanan pangan.  

c. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri 

pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung. 

d. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor 

perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung. 

e. Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM dalam 

perekonomian daerah. 

f. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) 

terhadap perekonomian daerah. 
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g. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada 

perekonomian daerah. 

h. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

2. Misi Kedua Meningkatkan infrastruktur untuk pembangunan 

ekonomi dan pelayanan sosial dengan Sasaran Strategis : 

a. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi 

yang handal, terintregrasi dengan sistem  transportasi 

nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang. 

b. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan 

ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 

c. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), 

pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan 

lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 

d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan 

prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air 

bersih dan air limbah). 

e. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur 

energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung.  

3. Misi Ketiga Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek 

dan Inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi beragama dengan 

Sasaran Strategis : 

a. Meningkatnya angka melek huruf. 

b. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. 

c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang 

menengah dan tinggi. 

d. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan 

masyarakat.  
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e. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. 

f. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi  bagi 

tuna sosial. 

g. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga 

kerja. 

h. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan 

berkembangnya kawasan transmigrasi. 

i. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender. 

j. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak. 

k. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam 

pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. 

l. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama. 

m. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang 

efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan 

pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi. 

 

4. Misi Keempat Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas 

lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan Sasaran Strategis : 

a. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan 

lingkungan serta perlindungan dan konservasi SDA. 

b. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

c. Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari 

aspek ekonomis dan ekologis. 

 

5. Misi Kelima Mendukung supremasi hukum, membangun 

demokrasi berbasis kearipan lokal dan memantapkan 

kepemerintahan yang baik dan antisipatif dengan Sasaran 

Strategis : 
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a. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di 

masyarakat. 

b. Meningkatnya kinerja pemerintah ditandai dengan 

meningkatnya kepercayaan publik  melalui pelayanan prima. 

c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan 

publik. 

d. Realisasi Pembinaan dan Pengawasan secara Reguler, Berkala, 

Kasus, Khusus, Tindak lanjut dan Pengendalian Internal. 

e. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan 

masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata. 

f. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan 

proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, 

keadilan dalam kerangka supermasi hukum. 
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BAB III 
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

 
 
A. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR LAMPUNG 
 
 

Menindaklanjuti Pasal 69  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan: 

(1)  Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 
kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan 
ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi 
Pemerintah Daerah. 

 
dan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dinyatakan: 

 “Penyelenggaraan SAKIP meliputi : a. rencana strategis; b. Perjanjian 
Kinerja; c. Pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e. Pelaporan 
KinerjaΤ Řŀƴ ŦΦ wŜǾƛǳ Řŀƴ ŜǾŀƭǳŀǎƛ YƛƴŜǊƧŀΦέ 

  
Berdasarkan pernyataan peraturan tersebut di atas, maka Kepala Daerah 

berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen dasar tolak 

ukur  penilaian dalam pencapaian kinerja dan anggaran pada laporan 

kinerja instansi Pemerintah Daerah .  

   

Petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja diatur dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi menindaklanjuti amanat Pasal 27 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. 
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Dalam hal penyusunan Perjanjian Kinerja, Pimpinan tertinggi pada 

tingkat Pemerintah Provinsi ditandatangani oleh Gubernur sesuai dengan 

penjelasan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut maka Gubernur Lampung selaku 

pimpinan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Lampung menyusun dan  

menandatangani Pernyataan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung Tahun 

2016 sebagai komitmen atau janji Kepala Daerah dalam mewujudkan 

target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun yang 

merupakan penjabaran Visi dan Misi dalam RPJMD Pemerintah Provinsi 

Lampung 2015-2019.  

 

Adapun Pernyataan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung Tahun 

2016 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung sebagaimana 

dimaksud di atas kami cantumkan pada halaman 15.   
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PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

TAHUN 2016 
 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah 
ini : 
 
 
Nama :   M. RIDHO FICARDO  

Jabatan :   GUBERNUR LAMPUNG 
 
 
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti 
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.  
 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggung jawab kami. 
 

 
 

 
 

 

     Telukbetung,     Januari 2016 
 
 

GUBERNUR LAMPUNG, 
 
 
 
 

M. RIDHO FICARDO 
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B.  LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA GUBERNUR LAMPUNG 
 

Penyusunan Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja itu sendiri. Informasi 

yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan 

tingkatannya. 

Pada Lampiran Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung yang telah 

ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan 5 (lima) Misi, 17 (tujuh 

belas) Tujuan dan didasarkan pada 35 (tiga puluh lima) Sasaran Strategis 

Pemerintah Provinsi Lampung.  Sasaran Strategis tersebut diuraikan dalam 

Indikator Kinerja, Target, Program dan Anggaran yang akan dicapai. 

Dalam rangka mewujudkan 5 (lima) Misi tersebut dibagi menjadi    

35 (tiga puluh lima) program urusan dengan total pagu anggaran belanja 

dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 sebesar                      

Rp. 2.229.444.373.000,- (Dua triliyun dua ratus dua puluh sembilan milyar 

empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu 

rupiah) dapat kami uraikan secara singkat sebagai berikut : 

1.  Misi kesatu terdapat 11 (sebelas) program urusan pemerintahan 

dengan pagu anggaran sebesar Rp.  138.419.153.500,- 

2. Misi kedua terdapat 5 (lima) program urusan pemerintahan dengan 

pagu anggaran sebesar Rp.  1.024.862.047.500,- 

3. Misi ketiga terdapat 13 (tigabelas) program urusan pemerintahan 

dengan pagu anggaran sebesar Rp.  695.346.620.800,- 

4. Misi keempat terdapat 1 (satu) program urusan pemerintahan dengan 

pagu anggaran sebesar Rp.  6.214.500.000,- 

5. Misi kelima terdapat 5 (lima) program urusan pemerintahan dengan 

pagu anggaran sebesar Rp.  364.602.051.200,- 
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Untuk melihat lebih rinci penjabaran dari program urusan 

pemerintahan dan pagu anggaran sebagaimana tersebut di atas maka kami 

sajikan pada  Lampiran Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung Tahun 2016 

yang telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung pada halaman 18. 
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PERJANJIAN KINERJA  

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

TAHUN 2016 

 

A. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

Misi Kesatu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Memperkuat dan Kemandirian Daerah 

1. Peningkatan pertumbuhan dan 
kontribusi sektor pertanian 
terhadap PDRB Provinsi 
Lampung. 

1. Pertumbuhan Ekonomi 
2. Indeks Gini 
3. PDRB atas Dasar Harga 

Berlaku 
4. PDRB atas Dasar Harga 

Konstan 
5. PDRB per kapita (berlaku) 
6. Laju pertumbuhan sektor 

pertanian, kehutanan, 
perikanan 

7. Nilai Tukar Petani (NTP) 
 

8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
 

Persen 
Koefisien 

Juta Rupiah 
 

Juta Rupiah 
 

Juta Rupiah 
Persen 

 
 

Indeks 
Harga 
Indeks 
Harga 

6,35-6,50 
0,33 

261.081.194 
 

241.539.088 
 

32,82 
4,16 

 
 

103,84 
 

113,86        

2. Terpenuhinya kebutuhan 
pangan per kapita masyarakat 
untuk memenuhi kecukupan 
energi dan keamanan pangan 

Skor Pola Pangan Harapan 
(PPH) Konsumsi  
 

Persen  
 
 

86,2 
 
 

3.  Meningkatnya pertumbuhan 
dan kontribusi sektor industri 
pengolahan terhadap PDRB 
Provinsi Lampung 

Laju pertumbuhan sektor 
industri pengolahan  

Persen  7,44 

4.  Meningkatnya pertumbuhan 
dan kontribusi sektor 
perdagangan pada PDRB 
Provinsi Lampung 

1. Laju pertumbuhan sektor 
perdagangan  

2. Laju pertumbuhan 
ekspor  

Persen 
 

Persen 

4,40 
 

6,25 

5. 
 
 

Meningkatnya peran koperasi 
dan UMKM dalam 
perekonomian daerah  

1. Jumlah koperasi aktif 
2. Jumlah UMKM 

 

Unit 
Unit  

3018 
384.810 

6. 
 
 

Peningkatan kontribusi 
penanaman modal (investasi) 
terhadap perekonomian 
daerah 
 
 

Laju pertumbuhan investasi 
(PMTDB) atas dasar harga 
berlaku 

Persen 
 

10,94 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA  SATUAN TARGET 

7. Meningkatnya kontribusi 
sektor pariwisata pada 
perekonomian daerah 

1. Jumlah wisatawan 
nusantara 

2. Jumlah wisatawan manca 
negara 

Orang 
 

Orang  

5.235.945 
 

115.639 

8. Peningkaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

Pertumbuhan PAD Persen 3,23 

Misi Kedua Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial 

9. Tersedianya infrastruktur / 
prasarana dan sarana 
transportasi yang handal, 
terintegritas dengan sistem 
transportasi nasional untuk 
mendukung pergerakan orang 
dan barang 

Kemantapan jalan provinsi Persen 70 
 

10. Terwujudnya tata ruang 
wilayah sesuai arah 
pemanfaatan ruang nasional, 
provinsi dan kabupaten/kota 

 Tingkat kesesuaian 
pemanfaatan  ruang dengan 
RTRW Provinsi Lampung  

- Sesuai 

11. Tersedianya sumber daya air 
yang handal dan berkualitas 
untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga (domestik), 
pertanian (irigasi), industry 
dan untuk berbagai keperluan 
lainnya baik pada waktu 
sekarang maupun yang akan 
datang 

1. Kondisi jaringan irigrasi 
dan bangunan pelengkap 
yang terpelihara 

2. Pembangunan embung 
dan bangunan 
penampungan air lainnya 
dari kebutuhan yang akan 
dibangun 

Persen 
 
 

Persen 
 

70 
 
 

14 
 
 
 
 

12. Meningkatkan akses 
masyarakat terhadap sarana 
dan prasarana dasar 
pemukiman (mencakup 
persampahan, air bersih, air 
limbah) 

1.   Tingkat rumah tangga 
untuk memiliki akses 
terhadap air minum layak  

2.   Tingkat kawasan 
permukiman kumuh 

3.   Tingkat rumah tangga 
yang memiliki akses 
terhadap lingkungan 
permukiman yang sehat 
(sanitasi layak, drainase, 
persampahan, air limbah) 

4.   Tingkat rumah layak huni 
 
 

Persen 
 
 

Persen  
 

Persen  
 
 
 
 
 

Persen 

74,34 
 
 

1,93 
 

62,86 
 
 
 
 
 

45 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

13. Meningkatnya cakupan 
pelayanan dan kualitas 
infrastruktur energi dan 
ketenagalistrikan di Provinsi 
Lampung 

1. Laju pertumbuhan sektor 
pertambangan  

2. Rasio elektrifikasi rumah 
tangga 

Persen 
 

Persen 

2,16 
 

76,38 

Misi Ketiga Meningkatkan Kualitas Pendidikan, kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya Masyarakat 
dan Toleransi beragama 

14. Meningkatnya angka melek 
huruf 

Angka melek huruf Persen 96,50 

15. Tuntasnya wajib belajar 
pendidikan 9 tahun 

1. Angka Partisipasi Kasar 
(APK) SD/MI/Paket A 

2. APK SMP/MTS/Paket B 
3. Angka Partisipasi Murni 

(APM) SD/MI/Paket A 
4. Angka APM SMP/MTS/ 

Paket B 
5. Angka rata-rata lama 

sekolah 
6. Angka Kelulusan  
7. Angka Melanjutkan SMP-

SMA 
8. Angka Melanjutkan SMA-

PT 

Persen 
 

Persen 
Persen 

 
Persen 

 
Tahun 

 
Persen 
Persen 

 
Persen 

111,94 
 

96,45 
95,61 

 
75,90 

 
7,55 

 
100 

85 
 

60 

16. Meningkatnya tingkat 
pendidikan masyarakat ke 
jenjang menengah dan tinggi 

1. APK SMA/SMK/MA/Paket 
C 

2. APM 
SMA/SMK/MA/Paket C 

Persen 
 

Persen 

72 
 

64 

17. Meningkatnya akses dan mutu 
pelayanan kesehatan 
masyarakat 

1.   Angka Harapan Hidup    
2.   Angka Kematian  Bayi  

(AKB)  
 
3.   Angka Kematian  Ibu   

(AKI)  
 
4.  Prevalensi Balita kurang 

Gizi     (underweight) 
5.   Angka penemuan kasus 

TB (semua tipe yang 
dilaporkan /case 
notification rate)  

6.   Angka Kesakitan Posistif 

Tahun 
Per  1.000 
kelahiran 

hidup 
Per 100.000 

kelahiran 
hidup 
Persen 

 
Per 100.000 
penduduk 

 
 

Persen 

69,85 
30 

 
 

333 
 
 

18,08 
 

109 
 
 
 

0,30 
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Malaria (API) per 1.000 
penduduk 

7.   Prevalens HIV AIDS per 
100 penduduk usia > dari 
15 tahun 

8.   Angka Kesakitan DBD  

 
 

Persen  
 
 

Per 100.000 
penduduk 

 
 

0,49 
 
 

49 

18. Terinternalisasinya nilai-nilai 
budaya dan kearifan local 

1. Jumlah Cagar budaya dan 
aset daerah yang bernilai 
budaya yang diperlihara 

2. Peningkatan jumlah 
pengunjung museum 

3. Jumlah sanggar kesenian 

 
 
 

orang 
 

Sanggar 

1.891 
 
 

150.000 
 

915 

19. Meningkatnya pelayanan 
kesejahteraan dan rehabilitasi 
bagi tuna sosial 
 

1. Jumlah penduduk miskin 
2. Indeks kedalaman 

kemiskinan 
3. Indeks keparahan 

kemiskinan 
4. Jumlah PMKS yang 

ditangani 

Persen 
- 
 
- 
 

Jiwa 

12,93 
1,90 

 
0,44 

 
10.062 

20. Meningkatnya kualitas dan 
perlindungan terhadap tenaga 
kerja 

1. Rasio ketergantungan 
2. Tingkat partisipasi 

angkatan kerja 
3. Tingkat pengangguran 

terbuka 

- 
Persen 

 
Persen 

46,51 
65,91 

 
5,01 

 

21. Meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat transmigrasi dan  
berkembangnya kawasan 
transmigrasi 

1. Penempatan transmigrasi 
ke luar Lampung 

2. Fasilitasi yang dibangun di 
kawasan KTM sebagai 
embrio pusat 
pertumbuhan  ekonomi 
baru 

KK 
 

Lembaga  

100 
 

3 

22. Meningkatkan pemberdayaan 
dan kesetaraan gender 

1. Jumlah SKPD Provinsi 
yang mengimplementasi-
kan anggaran responsif 
gender  

2. Perempuan keluarga 
miskin pedesaan 

Persen 
 
 
 

Orang 

14,50 
 
 
 

320 

23. Meningkatkan perlindungan 
perempuan dan anak 

1. Jumlah Kabupaten/Kota 
layak anak se-Provinsi 
Lampung 

2. Penanganan kasus 
perempuan dan anak 

Kab/kota 
 
 

Kasus  

0 
 
 

100 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

24. Meningkatnya peran pemuda 
dan prestasi olahraga dalam 
pembangunan kualitas hidup 
dan kehidupan masyarakat. 

1. Peringkat pekan olahraga 
prestasi nasional 

2. Kelompok pemuda yang 
dilatih sebagai kader 
kewirausahaan 

Peringkat 
 

Kelompok 

- 
 

20 

25. Meningkatnya kualitas 
kehidupan beragama 

Rasio tempat peribadatan per 
jumlah penduduk 

Tempat 
ibadah : orang 

1 : 294 

26. Meningkatnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang 
efisien dan efektif melalui 
perumusan kebijakan 
pembangunan daerah yang 
berbasis Riset, IPTEK dan 
Inovasi  
 
 
 

1. Jumlah rumusan kebijakan 
(policy paper) 
pembangunan daerah yang 
aplikatif 

2. Jumlah kabupaten dan 
kota di provinsi Lampung 
yang telah melakukan 
sinkronisasi dan koordinasi 
Roadmap Sida 

Policy paper 
 
 
 

Kab/kota 

18 
 
 
 

7 

Misi Keempat Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan 

27. Penurunan beban 
pencemaran, pengendalian 
kerusakan lingkungan, serta 
perlindungan dan konservasi 
SDA. 

1. Kelas status mutu sungai 
utama dan waduk besar 

2. Jumlah perusahaan yang 
menjadi peserta PROFER  

Kelas Status 
 

Perusahaan 

C 
 

110 

28. Peningkatan upaya adaptasi 
dan mitigasi perubahan iklim 

Tingkat pencemaran air pada 
sungai utama 

Persen  40 

29. Peningkatan manfaat kawasan 
hutan Lampung dari aspek 
ekonomis dan ekologis. 

Luas rehabilitasi hutan dan 
lahan termasuk mangrove  

 

Hektar  106.953 

Misi Kelima Mendukung Supremasi Hukum Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal dan 
Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif 

30. Terciptanya keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan 
hukum di masyarakat. 

1.    Jumlah Raperda dan 
Pergub yang dihasilkan 

2.    Penyelesaian  Kasus 
Tanah 

Raperda dan 
Pergub 

Kasus/thn 

10 dan 35 
 

6 

31. Meningkatnya kinerja 
pemerintahan ditandai dengan 
meningkatnya kepercayaan 
publik melalui pelayanan 
prima 

1. Hasil Evaluasi Laporan 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah  
(LAKIP) 

2. Hasil Evaluasi atas Laporan 
Penyelenggaraan 

Predikat 
 
 
 

Klasifikasi 

CC 
 
 
 

Tinggi 
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Pemerintah  
Daerah (LPPD) 

32. Meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja pelayanan 
publik 

Opini Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) terhadap 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Opini WTP 

33. Terwujudnya pemerintahan 
yang Bersih dan Bebas KKN   

1. Persentase hasil audit 
APIP yang terselesaikan 

2. Persentase penurunan 
pelanggaran terhadap 
standar atas pelaksanaan 
tugas SPKD sesuai aspek 
Pembinaan dan 
Pengawasan 

Persen 
 

Persen 

60 
 

40 

34. Meningkatnya kinerja 
pelayanan publik yang 
memuaskan masyarakat dan 
kualitas pelayanan yang 
merata 

1. Konsistensi antar-dokumen 
perencanaan 

2. Indeks kepuasan 
masyarakat (skala 1-10) 

3. Akreditasi kelembagaan 
Badan Diklat 

Persen 
 

Indeks 
 

Akreditasi 

100 
 

6,40 
 

B 

35. Meningkatnya kualitas 
kehidupan berdemokrasi 
dengan proses demokrasi yang 
menghargai kebebasan, 
persamaan, keadlian dalam 
kerangka supremasi hukum. 

Indeks demokrasi Indeks  72,00 
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B. PROGRAM DAN ANGGARAN 
 

NO PROGRAM ANGGARAN 

Misi kesatu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Memperkuat dan Kemandirian Daerah 

1. Program Urusan Pertanian Rp. 35.148.750.000 

2. Program Urusan Kelautan dan Perikanan  Rp. 25.383.000.000 

3. Program Urusan Kehutanan Rp. 10.111.820.000 

4. Program Urusan Ketahanan Pangan Rp.    6.500.000.000 

5. Program Urusan Pariwisata Rp. 14.069.000.000 

6. Program Urusan Ekonomi Kreatif Rp. 2.631.000.000 

7. Program Urusan Perindustrian Rp. 5.119.040.000 

8. Program Urusan Perdagangan  Rp. 5.053.043.500 

9. Program Urusan Koperasi UMKM Rp. 4.373.000.000 

10. Program Urusan Penanaman Modal Rp. 5.200.000.000 

11. Program Urusan Pendapatan Rp. 24.830.500.000 

Jumlah Total Anggaran Misi I Rp. 138.419.153.500 

Misi kedua : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial 

1. Program Urusan Pekerjaan Umum Rp. 835.024.716.900 

2. Program Urusan Perhubungan Rp. 65.425.000.000 

3. Program Urusan Penataan Ruang Rp. 875.000.000 

4. Program Urusan Perumahan Rp. 94.048.825.600 

5. Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Rp. 29.488.505.000 

Jumlah Total Anggaran Misi II Rp. 1.024.862.047.500 

Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, kesehatan, IPTEK dan Inovasi, Budaya 
Masyarakat dan Toleransi beragama 

NO PROGRAM ANGGARAN 

1. Program Urusan Pendidikan Rp. 155.973.495.000 

2. Program Urusan Perpustakaan Rp. 539.600.000 

3. Program Urusan Kearsipan Rp. 3.360.400.000 

4. Program Urusan Kesehatan Rp. 460.421.490.000 

5. Program Urusan Kebudayaan Rp. 8.461.998.800 

6. Program Urusan Sosial Rp. 19.144.440.000 

7. Program Urusan Ketenagakerjaan Rp. 7.200.000.000 

8. Program Urusan Ketransmigrasian Rp. 1.150.000.000 

9. Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Rp. 8.070.000.000 

10. Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Rp. 15.105.197.000 

11. Program Urusan Perencanaan Pembangunan Rp. 6.000.000.000 

12. Program Urusan Kependudukan dan catatan sipil Rp. 170.000.000 

13. Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa  Rp. 9.750.000.000 

Jumlah Total Anggaran Misi III Rp. 695.346.620.800 
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Misi Keempat : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang 
Berkelanjutan 

1. Program Urusan Lingkungan Hidup Rp. 6.214.500.000 

Jumlah Total Anggaran Misi IV Rp. 6.214.500.000 

Misi Kelima : Mendukung Supremasi Hukum Membangun Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal 
dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif 

1. Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan 
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian 
dan Persandian 

Rp. 295.585.207.200 

2. Program Urusan Pertanahan Rp. 643.000.000 

3. Program Urusan Komunikasi dan Informasi Rp. 11.825.000.000 

4. Program Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam 
Negeri 

Rp. 44.272.578.000 

5. Program Urusan Perencanaan Pembangunan Rp. 12.276.266.000 

Jumlah Total Anggaran Misi V Rp. 364.602.051.200 

Jumlah Total Anggaran Misi I, II, III, IV dan V Rp. 2.229.444.373.000 
 
 
 

Telukbetung,          Januari 2016 
GUBERNUR LAMPUNG, 

 
 
 
 
 

M. RIDHO FICARDO 
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PENUTUP 
 
 

 
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun 

berdasarkan  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan  

Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan  Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

Dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 

merupakan tahun kedua berdasarkan RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung 

Tahun 2015-2019 dan  RENSTRA SKPD Tahun 2015 – 2019.  

Perjanjian Kinerja ini adalah komitmen Gubernur Lampung yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentan waktu satu tahun yang merupakan penjabaran Visi dan Misi yang 

tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.  

Pada lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung memuat 

5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Lampung yang diuraikan dalam 35 (tiga puluh 

lima) Sasaran Strategis. Sasaran Strategis tersebut diuraikan dalam Indikator 

Kinerja dan Target yang akan dicapai dengan program dan pagu anggaran 

tersedia. 

Untuk mewujudkan 5 (lima) Misi tersebut dibagi menjadi 35 (tiga puluh 

lima) program urusan dengan total pagu anggaran belanja bersumber dari APBD 

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.229.444.373.000,- (Dua 

triliyun dua ratus dua puluh sembilan milyard  empat ratus empat puluh empat 

juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). 
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Perjanjian Kinerja ini disusun sesuai format yang telah ditetapkan dengan 

harapan dapat dilaksanakan dan terukur sehingga mencapai sasaran 

sebagaimana yang diinginkan. Namun demikian apabila masih terdapat hal-hal 

yang belum tersaji secara lengkap, maka akan direvisi dalam bentuk Perubahan 

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 yang akan datang.  


